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ABSTRAK

Terjadinya kesalahan penulisan dalam data maupun informasi dalam sebuah Akta Hibah
Tanah yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebabkan karena
tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penulisan akta, sehingga merugikan par2
pihak yang terlibat dalam suatu hibah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap kesalahan
penulisan dalam Akta Hibah Tanah dan mekanisme perbaikan Akta Hibah Tanah yang di
dalamnya terdapat kesalahan penulisan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa PPAT sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam
melaksanakan kewajibannya membuat Akta Hibah Tanah sebagai Akta Otentik. Apabila
PPAT melakukan kesalahan penulisan dalam akta hibah tansh yang mengakibatkan
kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya yaitu tanggung
jawab secara perdata akibat perbuatan melawan hukum berupa penggantian biaya, ganti
rugi, dan bunga. Mekanisme perbaikan kesalahan penulisan pada akta hibah tansh dapat
dilakukan dengan beberapa tahapan yakni dengan memanggil para pihak untuk datang
menghadap PPAT untuk melakukan perbaikan, setelah para pihak hadir maka dilakukan
perbaikan. Setelah akta diperbaiki, maka dibuat akta berita acara pembetulan dihadapan
para pihak, saksi, dan notaris selaku PPAT dan salinan akta berita acara pembetulan wajib
disampaikan PPAT kepada. Akta yang sudah diperbaiki kemudian di paraf atau

ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan PPAT.
Kata Kunci: Akta Hibak Tanak; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Renvooi; Tanggung

Jawab Hukum.
Pem ing’Ytama, Pclib&nbing Fembantu,
. Annalisa 1.
NIP. 196210251987032002

Mﬂlgﬁllﬂﬂq
Ketus Bagian Hukem Mﬂ:ta.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu proses hukum penulisan kepemilikan
atas tanah berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Peralihan dapat terjadi secara
sengaja melalui perbuatan hukum seperti hibah, jual beli, sewa-menyewa, dan
sebagainya.! Ketentuan ini menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah adalah
suatu perbuatan hukum yakni perpindahan hak dari satu subjek hukum ke subjek
hukum lain yang mengakibatkan hilangnya penguasaan atas tanah tersebut
sebagaimana pada Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang menyebutkan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku Peralihan hak atas tanah hanya dapat dicatat dengan akta yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).”

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
mengalami pembaharuan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

! Sari Bekti Farahtika. “Akibat Hukum Kelalaian PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale
Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PTMDN),”
Indonesian Notary. Vol. 3. Nomor 24. 2021. him. 581.



Tanah. Pada peraturan pemerintah ini, tepatnya Pasal 102 huruf b menjelaskan
bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan
tetap berlaku selama tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Pernerintah
tersebut. Peralihan Hak juga disebutkan pada Pasal 19 Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA).

Peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat pembuat akta tanah
(PPAT) adalah pejabat umum yang tindakannya mempunyai akibat hukum yang
nyata. Jika dilihat secara sosiologis, salah satu peran yang diakui oleh masyarakat
adalah peranan PPAT, karena PPAT sangat berperan penting dalam peralihan hak
atas tanah seperti hibah, jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.?

Tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah di Indonesia ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 Ayat (1), yang
menyatakan bahwa “PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-Akta Otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

PPAT diangkat oleh lembaga negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional
(BPN) yang memiliki peranan penting dalam melayani kepentingan masyarakat.

Peranan PPAT diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

2 Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jakarta:
RajaGrafindo Persada. 2018. him. 1.



terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu melaksanakan sebagian
agenda pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta sebagai tanda bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, termasuk membuat Akta Hibah Tanah.?

Berbagai akta PPAT merupakan Akta Otentik yang memegang peranan penting
dalam lalu lintas hukum, baik hukum privat maupun hukum publik di Indonesia.*
Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Akta adalah dokumen yang diresmikan
dengan tanda tangan yang mencatat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu
hak atau kewajiban dan disusun dengan sengaja sejak awal untuk tujuan
pembuktian.®> Syarat formal akta telah diatur didalam undang-undang, termasuk
keharusan untuk membuat akta hibah di hadapan pejabat umum yang berwenang
dan tempat akta itu dibuat. Akta berfungsi sebagai dokumen dasar dalam proses
peralihan, pemindahan, dan pembebanan hak atas tanah di antara pihak terkait,
salah satunya adalah hibah.

Hibah adalah pemberian yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada
orang lain yang terjadi selama pemberi dan penerima masih hidup. Pemberian

Hibah memerlukan peranan PPAT untuk membuat suatu akta hibah agar akta

3 Gading Novryo, Larandika, Widhi Handoko. “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Cacat Hukum”. Notarious. Vol. 16. Nomor 1. 2023.
him. 224,

4 Arlene Agustina. “Penandatanganan Akta Jual Beli Yang Didasari Atas Blangko Kosong”.
Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1. Nomor 1. 2019. him. 14.

S Urip Santoso. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang,
dan Sifat Akta. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016. him. 126.



tersebut menjadi Akta Otentik sesuai Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.®

Hibah berlaku efektif sejak pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima
hibah dan menandatangani akta hibah. Akta hibah adalah surat tanda bukti yang sah
di mata hukum, berisi pernyataan tentang penyerahan sesuatu hal secara cuma-
cuma kepada orang lain, dan tidak bisa ditarik kembali. Akta hibah harus dibuat di
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik. Apabila
objek hibah berupa tanah, maka wajib dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).” Sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Hibah
Tanah, PPAT tentu diharuskan memiliki keahlian khusus di bidang pertanahan
mengingat akta yang dibuat merupakan Akta Otentik yang dapat digunakan sebagai
alat bukti.®

Tanggung jawab untuk menghasilkan akta hibah yang berkaitan dengan
peralihan dan pembebanan hak atas tanah berada di tangan PPAT. Akta hibah yang
dibuat olen PPAT merupakan alat bukti yang sangat berharga dan menjadi dasar
bagi pelestarian hak-hak atas tanah, yang akan memberikan manfaat bagi para pihak
yang terlibat. Oleh karena itu, akta tersebut harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) yang bersertifikat sesuai dengan proses dan aturan hukum yang

® Eman Suparman. Intisari Hukum Waris Indonesia. Mandar Maju. Bandung: 1995, him. 73.

" 1 Gusti Bagus Yoga Prawira. “Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”.
Jurnal 1US. Vol. IV. Nomor 1. 2021. him. 68.

8 Purna Noor Aditama. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”. Lex
Renaissance. Vol. 3. Nomor 1. 2018. him. 190.



berlaku untuk pembuatan akta tersebut dengan tidak menimbulkan kesalahan
penulisan pada akta hibah tersebut, karena akta hibah sebagai alat bukti otentik.®

Kesalahan penulisan dalam Akta Hibah Tanah dapat menyebabkan kerugian
bagi para pihak. Akta ini harus sesuai dengan tujuan para pihak dan juga harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PPAT dilarang
dengan sengaja menulis kalimat yang salah dalam akta yang bisa membuat akta
yang bersifat otentik terdegredasi menjadi akta dibawah tangan.°

Namun, seorang PPAT adalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan,
seperti terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Hibah Tanah. Kesalahan penulisan
dalam akta dibedakan menjadi dua kategori yakni kesalahan bersifat substantif dan
non substantif. Non substantif artinya jika ada kesalahan makna tulisan maka masih
bisa ditafsirkan, seperti kata “lalai” ditulis “lalat”. Sedangkan, substantif
merupakan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan makna dan
maksud terhadap akta yang dibuat. Kesalahan ini merupakan kesalahan fatal.
Contohnya kesalahan penulisan luas objek hibah dimana objek hibah tanah itu
seluas 177 m? namun karena kurang menerapkan prinsip kehati-hatian
menyebabkan kesalahan penulisan dimana pada akta hibah hanya tertulis 117 m?2.

Adapun contoh kasus nyata kesalahan penulisan terjadi pada praktik
kenotariatan, dimana penulis mencantumkan dua contoh nyata mengenai terjadinya

kesalahan penulisan pada Akta Hibah Tanah.

® Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar dan Nanda Anisa Lubis. “Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku”. ACTA DIURNAL. Vol. 3. Nomor 1. 2019.. him. 82.

10 I Wayan Werasmana Sancaya. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan
Hak Milik Atas Tanah”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 2. Nomor 3. 2023. him. 6.



Contoh kasus nyata tersebut bahwasannya kesalahan penulisan pernah terjadi
pada kantor Notaris dan PPAT “A” di Kota Bandar Lampung. Terjadinya kesalahan
penulisan tersebut yakni pada penulisan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yang tertera didalam Akta Hibah Tanah yang diketahui setelah akta ditandatangani
dan salinan telah dikeluarkan, kesalahan penulisan ini terletak pada bagian isi akta
dimana NIB dalam Surat Ukur Tanah yang dimiliki oleh penghadap yaitu 08. 01.
13. 07. 04440., namun yang tertulis pada Akta Hibah Tanah adalah 07. 01.07. 13.
00440. Diketahui kesalahan penulisan tersebut terjadi karena faktor ketidak
sengajaan dan pengetikan akta hibah dilakukan oleh staff notaris.!

Berdasarkan kejadian nyata kesalahan penulisan di atas, menjelaskan bahwa
masih terdapat PPAT yang kurang teliti dalam pembuatan Akta Hibah Tanah,
sehingga terjadilah kesalahan pengetikan dalam data maupun informasi dalam
sebuah Akta Hibah Tanah. Disinilah PPAT dituntut untuk melaksanakan prinsip
kehati-hatian dalam penulisan akta, jika tidak maka akan merugikan para pihak dan
bisa jadi para pihak akan menuntut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki ketertarikan
untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tanggung
Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Kesalahan

Penulisan Dalam Akta Hibah Tanah.”

11 Berdasarkan Informasi dari Notaris dan PPAT X sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Nama dan Lokasi Dirahasiakan Guna Privasi PPAT Terkait).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya diatas,
maka rumusan masalah yang akan penulis ajukan adalah:
1. Bagaimana tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
terhadap kesalahan penulisan dalam Akta Hibah Tanah?
2. Bagaimana mekanisme perbaikan Akta Hibah Tanah yang di dalamnya

terdapat kesalahan penulisan?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas dan
setelah mengetahui rumusan masalah diatas guna mengetahuinya, oleh karena itu
tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) terhadap kesalahan penulisan dalam Akta Hibah Tanah.
2. Untuk mengetahui mekanisme perbaikan Akta Hibah Tanah yang di

dalamnya terdapat kesalahan penulisan.

D. Manfaat Penelitian
Penulis dari penelitian ini bertujuan untuk mencapai manfaat melalui
pelaksanaan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Secara Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan
sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan perkembangan hukum khususnya
PPAT, serta dapat bermanfaat sebagai sumber data dan referensi bagi yang

ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum tanggung jawab profesi,



terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab profesi Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).
2. Manfaat Secara Praktis

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai tanggung jawab mereka
dalam pembuatan Akta Hibah Tanah, membantu mencegah kesalahan
penulisan, melindungi kepentingan klien, mengurangi potensi sengketa,
meningkatkan reputasi profesional, serta mendorong pengembangan dan
kesesuaian dengan regulasi terkini.

b. Penghadap
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam
kepada penghadap yaitu para pihak mengenai hak-hak hukum mereka
penulisan mengalami kerugian dalam proses pembuatan Akta Hibah

Tanah.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam skripsi sehingga
menghindari perluasan pembahasan yang menyimpang dari penulisan. Adapun
ruang lingkup skripsi ini adalah sebatas mengetahui Bagaimana
pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap
kesalahan penulisan dalam Akta Hibah Tanah dan Bagaimana mekanisme

perbaikan Akta Hibah Tanah yang di dalamnya terdapat kesalahan penulisan.



F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka berpikir dalam penyusunan dan
pengembangan dari penelitian serta membangun dan memperkuat kebenaran dari
permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori bertujuan sebagai sarana panduan
menentukan arah dan tujuan penelitian, sehingga koridor penulisan bisa jelas dan
terarah.'2 Adapun teori yang digunakan penulis:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum mengkaji tentang kewajiban badan hukum atau
individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau kriminal untuk
menanggung beban keuangan atau konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian
mereka.’®* Menurut Hans Kelsen, pengertian tanggung jawab hukum dipahami oleh
seseorang yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang melawan hukum
dan berujung pada suatu hukuman.*

Dalam perspektif etimologi, tanggung jawab dapat dilihat sebagai kewajiban
untuk memenuhi tugas tertentu atau tindakan memikul beban akibat dari tindakan
sendiri atau orang lain. Sesuai dengan leksikon hukum, terdapat dua istilah berbeda
yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu liability (the state of being liable)
dan responsibility (the state or fact being responsible).

Liability dan responsibility merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan

pengertian tanggung jawab. Secara khusus, istilah liability menunjukkan kewajiban

12 Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. 1990. him.
65.

13 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis. Jakarta: Rajawali Press. 2014. him. 7.

14 Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Raja Grafindo Persada.
2006. him. 95.
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subjek hukum untuk memikul tanggung jawab atas kesalahan mereka. Di sisi lain,
pertanggungjawaban politik berkaitan dengan gagasan yang merujuk pada istilah
responsibility.t®

Tanggung jawab hukum berasal dari tindakan atau pembentukan hubungan
hukum oleh subjek hukum, oleh karena itu hak dan kewajiban subjek hukum
bergantung pada adanya tanggung jawab hukum. Dalam menjalankan
pemerintahan suatu negara, di setiap posisi atau jabatan terdapat tanggung jawab
yang melekat, yang sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder
verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; “la sulthota bila
mas-uliyat” yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan
juga perspektif hukum publik, pertanggungjawaban timbul karena adanya suatu
kewenangan.*®

PPAT dalam peranannya sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab
hukum dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum.
Dalam hal suatu akta dibuat dan kemudian dibuat, perlu diperhatikan bahwa setiap
kesalahan yang timbul pada saat pembuatan maupun penginputannya membuat
PPAT memiliki tanggung jawab hukum atas akta tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah penulis, maka teori tanggung jawab dipandang
perlu karena memberikan kerangka penjelasan dan menjawab permasalahan yang
berkaitan dengan kesalahan penulisan dalam perbuatan hukum. Kesalahan tersebut

timbul karena PPAT atau pegawainya tidak berpegang pada prinsip kehati-hatian

15 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018. him. 337.
16 Busyra Azheri. Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory.
Jakarta: Raja Grafindo Press. 2012. him. 352.
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sehingga mengakibatkan tidak konsistennya tata cara perbaikan kesalahan tersebut.
Konsekuensinya, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum
yang timbul. Teori ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah mengenai

tanggung jawab PPAT terhadap kesalahan penulisan dalam akta tanah.

2. Teori Kewenangan

Teori mengenai kewenangan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris, yang
dinamakan sebagai "authority of theory”. Pada bahasa Belanda, istilah yang
digunakan adalah "theorie van het gezag", sementara dalam bahasa Jerman,
istilahnya adalah "theorie der Autoritat”. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep
kewenangan dan wewenang (bevoegdheid) dalam hukum Belanda sering dianggap
sinonim.” Setelah melakukan pemeriksaan yang cermat, perbedaan dapat diamati
antara istilah kewenangan dan wewenang (bevoegdheid). Perbedaannya terletak
pada sifat hukumnya, dimana istilah bevoegdheid dipergunakan baik dari konteks
hukum publik ataupun hukum privat, kemudian dalam konteks hukum Indonesia,
istilah kewewenangan dipergunakan secara khusus di dalam ranah hukum publik.8

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa kewenangan dan kekuasaan
memiliki karakteristik yang berbeda. Dimensi politik dan hukum mencakup unsur-
unsur kekuasaan, sedangkan salah satu dimensi yang dicakup oleh kewenangan
adalah dimensi hukum. Konsekuensinya, asal usul kekuasaan berasal dari konstitusi

dan juga dapat terwujud di luar kerangka konstitusional (yaitu inkonstitusional),

17" Philipus M. Hadjon. “Tentang Wewenang”. Jurnal Pro Justitia Yuridika Nomor 5 dan 6
tahun XII. 1997. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, him. 1.
18 Urip Santoso. Op. Cit., him. 108.
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seperti melalui kudeta atau perang. Sebaliknya, konstitusi berfungsi sebagai satu-
satunya sumber kewenangan.!®

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta
tanah yang merupakan akta autentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai
hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di daerah
kerjanya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor1 tahun 2006.2°

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memikul tanggung jawab atas akta yang
dibuatnya. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dapat dimintai pertanggungjawaban
atas segala akta yang dibuatnya, bahkan setelah pensiun. Gagasan

pertanggungjawaban tetap berlaku dalam kasus tersebut.

3. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum mengacu pada dampak yang ditentukan oleh sistem hukum
untuk kejadian atau tindakan yang sah yang melibatkan subjek hukum.?* Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah akibat berarti suatu yang timbul sebagai
hasil dari suatu peristiwa atau keadaan yang mendahuluinya. Untuk memahami
konsep akibat hukum, penting untuk menetapkan pemahaman yang jelas tentang

apa yang dimaksud dengan:

1% Nandang Alamsah. Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad Press.
2019. him. 3.

20 Urip Santoso. Op. Cit., him. 114.

2L Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. him. 39.
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a. Peristiwa Hukum

Dalam terminologi yang lebih tepat, peristiwa hukum dapat diartikan
sebagai suatu kejadian yang mempunyai kapasitas untuk menimbulkan
implikasi atau akibat hukum.?? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
peristiwa dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang menjadi pemicu
berlakunya suatu kerangka hukum atau berkaitan dengan perkara hukum. Oleh
karena itu, peristiwa semacam ini dapat disebut sebagai peristiwa hukum.
Konsep negara hukum membangun hubungan antara kejadian dan hasil yang
sesuai. Peristiwa ini dapat dicirikan sebagai peristiwa yang signifikan secara
hukum, dengan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut ialah akibat
hukum.?® Peristiwa hukum dapat dikategorikan menjadi dua macam yang
berbeda, yaitu:

1) Peristiwa hukum yang berasal dari perbuatan subyek hukum
(perbuatan manusia). Perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau
badan hukum yang 